
 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
NOMOR    29 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 

21 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN 
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA 

PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang 
Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2020; 

 

  b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama 
berkaitan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir terkait 
dengan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), 
maka Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai, 

oleh karena itu perlu adanya perubahan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, 
Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2020; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);  
 
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  

 
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 7);  
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan 

Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 
 

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 

tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55); 
 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, 
Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2019 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 
Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan 
Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga 

Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 19); 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 
TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN 

DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN 
STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 
2020. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 
tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, 
Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 
Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diubah menjadi sebagaimana 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
 

Ditetapkan di  Semarang 

pada tanggal  14 Agustus 2020 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
                                      

 ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 

 

 
 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  14 Agustus 2020 
 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 

 ttd 
 

    HERRU SETIADHIE 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 29 

 


